
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENSUMBAWABARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA WA BARA T

NOMOR :t'>'1'Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOTO PADA
PEMILffiAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILlHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan KabupatenlKota,

Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, mengarur

bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia

Pemungutan Suara;

b. bahwa anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seloto pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 telah

mengundurkan diri sejak tanggal27 Mei 2015, dan berdasarkan hasil

Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor

159C/BANI2015 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara

(PPS) Desa Seloto PemilihanBupati dan Wakil Bupati SumbawaBarat

Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat

telah menetapkan penggantian Anggota PPS dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pernilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara

Desa Seloto Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati SurnbawaBarat tahun

2015.
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Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum KabupateniKota sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01

Tahun201O;

6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

KabupatenlKota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wakil

Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum ProvinsiIKomisi

Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan KabupateniKota, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubemur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan!Atau

Walikota Dan Wakil Walikota.
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sumbawa Barat Nomor :159CIBA/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

Tentang Penggantian Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa

Seloto Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun

2015.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

BARAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOTO PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKlL BUPATl KABUPATEN SUMBAWABARATTAHUN 2015.

Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seloto pada

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015, atas nama

KAMARIAH.

Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Seloto pada Pemilihan

Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2015 atas nama M.

ARDIASONO, menggantikan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sumbawa Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taliwang,
Pada tanggal28 Mei 2015.

KETUA KOMISI PEMILmAN UMUM
KABUPATEN SUMBA WA BARA T,
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